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BUPATI BULUKUMBA 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA 

NOMOR 14 TAHUN 2024 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA                           
NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG                                                                      

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BULUKUMBA, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan Perubahan 
RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan 

apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya 

dalam tahun berjalan menunjukkan adanya 
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, 

sehingga Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 18 Tahun 

2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2024 perlu diubah dan ditinjau kembali; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Bulukumba Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; 
 

   
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 

1822); 
[ 

2. Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Penyelenggaraan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6409); 
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  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 

4817); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 10); 

   9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah  (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019      Nomor 

1447);  

  12. 

 

 

 

13. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022  

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); 
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 
tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan 

Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan 

penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022      Nomor 1335); 

  14. 

 

 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 

2010 Nomor 7); 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bulukumba Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 

Nomor 1); 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-

2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 

2021 Nomor 4); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA 

NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024. 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 18 Tahun 2023 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah 

Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 18) diubah sebagai berikut: 
 

 

Ketentuan Pasal 3 huruf c dan huruf d, diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 3 
 

RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

a. BAB I PENDAHULUAN 
b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 

khususnya pada lampiran mengalami perubahan pada Nilai Proyeksi 
Pendapatan Daerah, Nilai Proyeksi Belanja Daerah, dan Nilai Proyeksi 

Pembiayaan Daerah yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan daei Peraturan     Bupati 

ini. 
 

 

 
 

d. BAB IV SASARAN PRIORITAS DAN PEMBANGUNAN DAERAH khususnya 

pada lampiran mengalami penambahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
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Tahun 2024 yang selengkapnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH  
 

f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 
 

g. BAB VII PENUTUP 
 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba. 
 

 

 

 

  Ditetapkan di Bulukumba. 

pada tanggal 26 Juli 2024      
 

BUPATI BULUKUMBA, 
 

ttd 

 
 

MUCHTAR ALI YUSUF 

 
 

   

Diundangkan di Bulukumba 

pada tanggal  26 Juli 2024    
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA, 

 
 

ttd 

 
MUH. ALI SALENG 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024 NOMOR 14 

 
 


